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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penculikan Anak Di Indonesia 


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II Bab XVIII yaitu Pasal 328 sampai dengan Pasal 337 yaitu tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Menurut Pasal 328 KUH. Pidana disebutkan bahwa barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan penjelasan dari pasal di atas, bahwa pengertian penculikan anak/menculik anak adalah membawa/melarikan anak dari tempat kediamaanya atau tempat tinggal sementaranya, dengan maksud melawan hak akan membawa anak tersebut dibawah kekuasaanya sendiri atau orang lain atau akan menjadikan anak itu terlantar.

Kasus penculikan anak pada dasarnya dianggap tindak pidana yang kejam karena bukan saja merampas hak anak untuk hidup merdeka tetapi juga menyebabkan anak terpaksa harus berpisah dan kehilangan kasih sayang dari orang tua kandungnya serta tercabut dari akar budaya komunitas asalnya.

Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya penculikan anak (modus operandi), diantaranya:

Uang tebusan 


Pada kejadian ini, penculik meminta sejumlah uang tebusan pada orang tua atau keluarga korban. Jumlahnya pun biasanya cukup fantastis.

Dendam


Penculikan anak pun bisa dilakukan karena pelaku menyimpan dendam pada orang tua korban. Hanya karena pernah ditegur atau diberhentikan dari pekerjaan, maka anak pun dijadikan sasaran penculikan. Bisa disertai dengan pemerasan (meminta uang tebusan) atau bahkan pembunuhan.

Menguasai harta benda


Tidak jarang penculikan anak terjadi karena pelaku ingin menguasai perhiasan atau harta benda si anak, seperti anting-anting, kalung, cincin, atau telepon seluler.

Perdagangan anggota tubuh


Penculikan anak, terutama dengan anak jalanan sebagai sasaran, dilakukan untuk mengambil organ tubuh tertentu yang akan djual dengan harga mahal kepada orang yang sangat membutuhkan organ tersebut. Penculikan ini dilakukan dalam sebuah sindikat yang besar dan rapi karena pengambilan organ tubuh tak dapat dilakukan oleh tangan yang tidak ahli. 

Perdagangan anak (trafficking)

Modus operandi ini pun cukup santer terdengar. Anak-anak di bawah umur diculik untuk diperjualbelikan. 

Melihat pengertian penculikan anak menurut  Pasal 328 KUHP tersebut dapat dijelaskan unsur tindak pidana penculikan adalah :

Unsur-unsur Objektif 

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir dari perbuatan tersebut, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

Barang siapa;

Perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 328 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tidak pidana tersebut

Melarikan atau membawa pergi seseorang anak dari kediamannya; 

Membawa seseorang pergi dari kediamannya sebetulnya bisa saja tidak merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum selama tindakan tersebut dilakukan dengan unsur yang baik, seperti menyelamatkan seseorang dari bahaya seperti bencana alam, tentu saja hal tersebut tidak termasuk ke dalam tindakan pidana. Tapi jika tindakan tersebut disertai niat untuk merampas kebebasan atau kemerdekaan seseorang. Maka hal itulah yang dimaksud ke dalam delik yang terdapat dalam pasal ini.

Melarikan atau membawa pergi seseorang anak dari tempat tinggal sementara; 

Pada unsur penculik merampas hak kemerdekaan si korban yang sedang berada pada tempat kediaman sementaranya. Hal ini bahkan bukan hanya bisa terjadi dalam tempat kediaman sementara, bahkan pada saat korban berada di luar tempat tinggalnya pun hal ini bisa terjadi

Unsur-unsur Subjektif 

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektifnya adalah:

Dengan maksud 

Dalam Konteks ini si pelaku melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan atau si pelaku melakukan tindak pidana penculikan tersebut dengan kesengajaan yang bersumber pada kehendak hatinya untuk melakukan apa yang diperbuatnya tersebut, yaitu penculikan atau perampasan kemerdekaan.

Melawan hak 

Unsur melawan hak adalah kunci bahwa si pelaku penculikan “bersalah”, sebab dengan unsur melawan hak tindakan pelaku dalam delik ini dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan dan sekaligus unsur ini menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah penculikan (menschenroof).

Berdasarkan Pasal 328 KUH. Pidana, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya dapat dihukum adalah :

Harus mempunyai maksud 

Orang yang dilarikan itu akan terlantar.

Perbuatan itu dinamakan menculik (menschenroof) dan menyerang pada hak kemerdekaan orang yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Sementara RI yang menyebutkan bahwa seorangpun tidak boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan ayah menurut aturan-aturan Undang-Undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan di dalamnya. Dengan demikian yang diancam dalam Pasal 328 KUH. Pidana ini adalah melarikan atau menculik orang, sedang menahan atau mengambil kemerdekaan orang dengan melawan hak dikenakan Pasal 333 KUH.Pidana.

Pasal 330 KUH. Pidana disebutkan :

Barangsiapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.

Menurut ketentuan Pasal 330 KUH. Pidana, bahwa yang diancam hukuman adalah orang yang dengan sengaja mencabut (melarikan) orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berhak. 

Menurut R.Soesilo, bahwa ketentuan Pasal 330 KUH. Pidana ayat (2) menyebutkan bahwa hukumnya diperberat, apabila ternyata bahwa orang (anak) yang dilarikan itu umurnya kurang dari 12 tahun, atau perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan, bahwa terdakwa mengetahui bahwa umur anak itu kurang dari 12 tahun. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang mencabut (melarikan) itu, jadi bukan anaknya sendiri (dengan kemauan sendiri) yang melepaskan (lari) dari orang tua.

Pertanggungjawaban  Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim 

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan  mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
 Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapaat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kemampuan  bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidik tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum. 

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 
Hingga saat ini penganut asas tiada pidana tanpa kesalahan masih sangat banyak dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran monoisme tentang delik yang boleh dikatakan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum pidana di dunia. Aliran monoisme tidak membedakan antara unsur-unsur  peerbuatan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban. Oleh karena itu menurut pengaruh aliran monoisme bahwa  strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga setiap delik maka perbuatannya dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Walaupun hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana. 

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, maka dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana. Ciri atau unsur kesalahan  yaitu: 

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.

Adanya ikatan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yaitu dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah  hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Niniek Suparni menyebutkan bahwa hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan  di atas, maka suatu pidana harus:

Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak  menyenangkan.

Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana

Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.

Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.

Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.

Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.

Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.

Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.

Berdasarkan ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim, maka sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
Unsur setiap orang.

Setiap orang yang dimaksud adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hokum

Unsur telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;

Unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya tapi cukup salah satu alternatif saja dimana apabila salah satu unsur dalam pasal ini dinyatakan telah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan semua unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa  benar pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Singgalang Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun Terdakwa melakukan penculikan terhadap anak Saksi Palestina Sianipar bernama Anak Korban yang dilarikan di Kampung Batanghari Kec. Sumbu, Kab. Dairi.

Benar bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Tumbur Sirait pergi menjumpai Saksi Palestina Sianipar untuk menanyakan rumah kontrakan disamping rumah Saksi Palestina Sianipar dan setibanya dirumah Saksi Palestina Sianipar menjelaskan bahwa sewa rumah kontrakan tersebut sejumlah Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya tetapi dikarenakan Terdakwa bersama Tumbur Sirait tidak sanggup untuk membayar rumah sewa maka kami meminta tolong kepada Saksi Palestina Sianipar untuk tinggal dirumahnya sementara kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Terdakwa menjaga anak Saksi Palestina Sianipar dirumah sedangkan Saksi Palestina Sianiparsedang bekerja di ladang, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa permisi kepada Saksi Palestina Sianipar untuk membawa anaknya keluar membeli voucher dan jajan yang mana saat itu Saksi Palestina Sianipar sedang menyuci pakaian sehingga Saksi Palestina Sianipar memberikan uang Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabun dan molto

Selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggendong anak Saksi Palestina Sianipar menjumpai teman Terdakwa Boru Sinaga dan saat itulah Terdakwa mengajak Boru Sinaga untuk bertemu dengan Tumbur Sirait di ladang sesampainya diperladangan Tumbur Sirait mengatakan “kok dibawa anak-anak keladang, panas matahari” lalu Terdakwa menjawab “kontrakan itu sudah dapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan” sehingga Terdakwa disuruh pulang dan akhirnya Terdakwa bersama Boru Sinaga pergi ke Kampung Batang Hari Kec. Sumbul, Kab. Dairi, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian Saksi Palestina Sianipar bersama anggota Kepolisian datang ketempat tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Simalungun;

Terdakwa memang sudah berniat untuk menculik anak korban dan saat itu juga terdakwa merawat dan menjaganya hingga memberi makan anak korban. Tujuan terdakwa menculik anak korban agar saksi Palestina Sianipar sibuk mencari keberadaan anaknya dan untuk menjadikannya alat untuk mendapatkan uang dengan cara terdakwa menggendong anak tersebut untuk mendapatkan simpatik dari orang-orang dengan begitu mereka akan memberikan uang.

Terdakwa sudah bekerja sama dengan Boru Sinaga dan Terdakwa juga tidak terlalu dekat dengan Boru Sinaga. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penculikan anak.

Berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penculikan anak sehingga terdakwa  dipidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim.
Kronologis Kasus

Terdakwa  pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 09.15 wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Orang tua Anak Korban yang terletak di Kabupaten simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara  berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa terdakwa dan saksi Tumbur Sirait mendatangi rumah saksi orang tua anak korban yang terletak di Jl. Singgalang Kel. Saribu Dolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun dengan maksud untuk menanyakan rumah kontrakan yang ada disamping rumah saksi orang tua anak korban, namun terdakwa Rinja dan saksi Tumbur Sirait tidak sanggup untuk membayar sewanya kemudian saksi Tumbur Sirait meminta tolong kepada saksi orang tua anak korban agar terdakwa dan saksi Tumbur Sirait tinggal di rumah saksi orang tua anak korban sambil menunggu dapat kontrakan sehingga saksi orang tua anak korban menyetujui hal permintaan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, saksi orang tua anak korban meminta terdakwa untuk menjaga Anak Korban (anak saksi orang tua anak korban yang berusia 1 tahun) dan saksi orang tua anak korban juga berjanji akan memberikan upah kepada terdakwa karena ia akan pergi ke ladang.

Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 09.15 Wib, terdakwa meminta izin kepada saksi orang tua anak korban untuk membeli voucher pulsa dan jajan di warung sambil membawa Anak Korban, yang mana saat itu saksi orang tua anak korban tidak ada menaruh rasa curiga kepada terdakwa sama sekali sehingga saksi orang tua anak korban pun menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa agar sekalian membeli sabun dan molto. Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi orang tua anak korban dengan menggendong dan membawa Anak korban Anak Korban Als Tere ke lapangan yang terletak di Saribudolok tanpa izin atau sepengetahuan saksi Palentina Nadapdap dikarenakan sehari sebelumnya terdakwa dengan Boru Sinaga (DPO) sudah berjanji akan bertemu di lapangan Saribudolok sehingga terdakwa tidak pergi ke warung untuk membeli paket / voucher dan titipan saksi orang tua anak korban. Oleh karena Terdakwa tidak kembali kerumah bersama dengan Anak Anak Korban dan setelah dilakukan pencarian dan diposting di halaman media sosial maka diketahui keberadaan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bahwa warga daerah Sumbul Sidikalang telah menemukan terdakwa dan Anak Anak Korban didesa Pegagan Julu IX Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

Adapun tujuan terdakwa membawa Anak Anak Korban Als Tere adalah menjadikan Anak korban sebagai alat terdakwa mendapatkan uang dengan cara terdakwa akan menggendong Anak korban tersebut untuk mendapatkan simpati dari orang sehingga orang-orang yang melihat terdakwa akan merasa kasihan dan memberikan uang dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan Terdakwa tidak mendapat izin membawa Anak pergi selama 3 hari dari orang tuanya saksi Orang tua Anak Korban.

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan hasil penelitian sosial Anak Anak Korban tindak pidana Penculikan Anak di bawah umur yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kompleks SKPDA Pamatang Raya Sumatera Utara terhadap Anak Anak Korban yang ditandatangani oleh pekerja sosial perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Osnidar Marpaung, SH bahwa Anak Anak Korban memerlukan sesi konseling oleh psikolog untuk mengetahui keadaan psikis anak, dan memberikan penguatan kepada anak agar anak tetap dapat bersosialisasi dengan Masyarakat sekitar dan mengembalikan kepercayaan diri anak dan kepada pihak keluarga diharapkan untuk tetap mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik tentang perilaku dan perbuatan serta mengajarkan tentang keagamaan karena karakater anak mulai terbentuk sejak dini apabila ditanamkan dan diajarkan dengan baik.
Dakwaan Penuntut Umum



M. Yahya Harahap, mengemukakan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
 Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa.

Adapun dakwaan
 Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana.

Tuntutan Penuntut Umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut. Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tuntutan pidana
 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak sesuai Pasal I angka 1 yaitu Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Fakta-Fakta Hukum.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan conditio sine qua non bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.

Hakim yang menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. "Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim," secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan.

Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Singgalang Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun Terdakwa melakukan penculikan terhadap anak Saksi Palestina Sianipar bernama Anak Korban yang dilarikan di Kampung Batanghari Kec. Sumbu, Kab. Dairi;

Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Tumbur Sirait pergi menjumpai Saksi Palestina Sianipar untuk menanyakan rumah kontrakan disamping rumah Saksi Palestina Sianipar dan setibanya dirumah Saksi Palestina Sianipar menjelaskan bahwa sewa rumah kontrakan tersebut sejumlah Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya tetapi dikarenakan Terdakwa bersama Tumbur Sirait tidak sanggup untuk membayar rumah sewa maka kami meminta tolong kepada Saksi Palestina Sianipar untuk tinggal dirumahnya sementara kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Terdakwa menjaga anak Saksi Palestina Sianipar dirumah sedangkan Saksi Palestina Sianiparsedang bekerja di ladang, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa permisi kepada Saksi Palestina Sianipar untuk membawa anaknya keluar membeli voucher dan jajan yang mana saat itu Saksi Palestina Sianipar sedang menyuci pakaian sehingga Saksi Palestina Sianipar memberikan uang Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabun dan molto;

Terdakwa pergi dengan menggendong anak Saksi Palestina Sianipar menjumpai teman Terdakwa Boru Sinaga dan saat itulah Terdakwa mengajak Boru Sinaga untuk bertemu dengan Tumbur Sirait di ladang sesampainya diperladangan Tumbur Sirait mengatakan “kok dibawa anak-anak keladang, panas matahari” lalu Terdakwa menjawab “kontrakan itu sudah dapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan” sehingga Terdakwa disuruh pulang dan akhirnya Terdakwa bersama Boru Sinaga pergi ke Kampung Batang Hari Kec. Sumbul, Kab. Dairi, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian Saksi Palestina Sianipar bersama anggota Kepolisian datang ketempat tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Simalungun;

Terdakwa memang sudah berniat untuk menculik Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa merawat dan menjaganya hingga memberi makan Anak Korban;

Tujuan Terdakwa menculik Anak Korban agar Saksi Palestina Sianipar sibuk mencari keberadaan anaknya dan untuk menjadikannya alat untuk mendapatkan uang dengan cara Terdakwa menggendong anak tersebut untuk mendapatkan simpatik dari orang-orang dengan begitu mereka akan memberikan uang;

Terdakwa sudah bekerja sama dengan Boru Sinaga dan terdakwa juga tidak terlalu dekat dengan Boru Sinaga;

Amar Putusan.

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.
 Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Simalungun memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penculikan anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim
Hakim merupakan mahkota dan puncak dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang hakim yang bersangkutan. Hakim dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini. 

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan: 

Pertimbangan yuridis

Pertimbangan non yuridis. 
 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

Dakwaan jasa penuntut umum
Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. 

Syarat Formil telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diantaranya terdiri dari: a. Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. b. Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Sedangkan untuk syarat materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan surat dakwaan agar: 

Disusun secara cermat didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan / kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan / dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 

Jelas, didasarkan pada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. 

Disusun secara lengkap, berdasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, diantaranya: 

Merumuskan lebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang kemudian disusul dengan uraian-uraian fakta-fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. 

Dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa. 

Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). 

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pemakai. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan misalnya ketika tertangkap memakai narkotika ditemukan pula senjata api dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. 

Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”. Surat dakwaan subsideritas ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Subsidair disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti (Whit the alternative of) dengan maksud dakwaan subsidair menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidair.

Tuntutan pidana
Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.
 Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

Keterangan saksi
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
 Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium.

Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.
 Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.
Barang bukti
Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.
 Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.
 

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penculikan anak, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.
Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penajara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

Alasan yang meringankan : 

Belum pernah dihukum atau residivis. 

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. 

Sopan dalam persidangan. 

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati smua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

Adanya sikap terus terang dalam persidangan. 

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya. 

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyasali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Alasan yang memberatkan :

Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. 

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana pencurian ternak. Terjadinya tindak pidana pencurian ternak di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana pencurian ternak berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan. 

Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir). 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) saat persidangan berlangsung, terdakwa yang

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama yakni perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penerapan hukum materiil yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum yang dijadikan acuan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa, telah terbukti terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  melakukan penculikan anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan  telah memenuhi unsur Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis hakim yang melakukan pemeriksaan kasus ini memutuskan untuk memilih dakwaan kedua sebagai dasar pengambilan putusan. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam putusan pemilihan dakwaan peertama adalah semua unsur dari Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Penerapan hukum tindak pidana  melakukan penculikan anak telah memenuhi unsur Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  dan telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Unsur-unsurnya pun telah mencocoki rumusan delik. Mengenai putusan yang dijatuhkan hakim yaitu pidana  terhadap Terdakwa pidana penjara  selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tentu saja dalam menjatuhkan putusannya Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan  yaitu :

Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi orang tua anak korban

Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan pada saat dipersidangan.

Keadaan yang Meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum

Penulis setuju dengan putusan hakim, sebab pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
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